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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN  2008

PERATURAN  BUPATI  SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan 
Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai Landasan 
Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008  dalam Peraturan 
Bupati;

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun  1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun  1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun  2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun  2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang   Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang   Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang   Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4659); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi, Intesif dan Dana Operasional;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 1990 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang  Tahun 1991 Nomor 11 Seri D);
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah  Kabupaten Sumedang Tahun 
2000 Nomor 1 Seri D.1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  Nomor 48 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 39 Seri 
D.38); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 3 
Seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 9 Seri 
D.3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 
Nomor 1 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008  terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 80.193.408.101,91
b. Dana Perimbangan Rp. 701.106.707.016,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.  76.419.664.200,00

Jumlah pendapatan Rp. 854.719.779.317,92

2. Belanja :
a. Belanja Tidak langsung

1. Belanja Pegawai Rp.  488.664.756.733,82
2. Belanja Bunga Rp.           25.000.000,00
3. Belanja Subsidi Rp.                           0,00
4. Belanja Hibah Rp.    18.436.909.575,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.    61.409.713.403,00
6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Rp. 32.000.000,00

7. Belanja bantuan keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa

Rp.  47.204.933.200,00

8. Belanja tidak terduga Rp.  2.000.000.000,00

Jumlah belanja Tidak langsung Rp. 619.773.312.911,82

b. Belanja langsung
1. Belanja Pegawai Rp.   63.685.628.004,88
2. Belanja barang dan jasa Rp. 119.309.224.306,22
3. Belanja Modal Rp.  86.369.358.733,00

Jumlah belanja langsung Rp. 269.364.211.084,10
Jumlah belanja Rp. 887.137.523.995,92
Surplus (defisit) Rp. (32.417.744.678,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 25.919.244.678,00
b. Pengeluaran Rp. 1.115.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 32.417.744.678,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                          0,00
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Pasal 2
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal  20 Pebruari  2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR  3


